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Pelayanan publik adalah pelayanan yang sangat penting untuk masyarakat dan menjadi prioritas utama bagi penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti yang diamanatkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Serta didukung dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman pelayanan publik, yang menjelaskan standar dalam pelayanan publik. Adanya sebuah negara akan dilengkapi dengan tugas dan fungsi sebagaimana pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh semua masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pelayanan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan sebagai hak-hak dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah. 
[bookmark: _GoBack]Pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama penyelenggara karena merupakan salah satu hak mendasar masyarakat serta penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti yang tertuang pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disebut dengan (BPJS), salah satunya adalah (BPJS) Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dapat di peroleh terdiri dari semua fasilitas kesehatan yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah Puskesmas sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki tugas operasional dalam pembangunan kesehatan wilayahnya. Tugas rutin dari Puskesmas yaitu promosi kesehatan kepada masyarakat termasuk pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan Puskesmas sangat membantu masyarakat termasuk pasien BPJS. Hal ini diperkuat dalam penelitian Rumengan (2015) dalam penelitianya menyatakan bahwa Puskesmas dalam sistem JKN/BPJS memiliki peran yang sangat besar kepada peserta BPJS kesehatan. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada pasien harus berkualitas sesuai standar pelayanan yang ditentukan.
Kesehatan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat yang beradab untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Setiap pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasana sebagai bentuk penunjang kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu perubahan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu modal utama sumber daya manusia yang paling penting untuk mencapai kesejahateraan masyarakat, karena kesehatan merupakan penyebab utama kesejahteraan masyarakat yang ingin diupayakan pemerintah, maka kesehatan jelas menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab atas hak rakyat atas kesehatan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, menyeluruh, mudah diakses dan bermutu. 
Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan pasien. Kualitas pelayanan yang baik mendorong pasien untuk menciptakan ikatan yang kuat antara petugas dengan pasien. Oleh karena itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyediaan pelayanan jasa untuk memenuhi harapan pasien secara konsisten. (Antara Porwani, 2019: 2)
Terdapat 5 (lima) dimensi Servise Quality yaitu bukti fisik, perhatian, kehandalan, ketanggapan dan jaminan kepastian. 5 (lima) dimensi tersebut yang mempengaruhi adanya kepuasan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Sesuatu yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu bentuk pelayanan di mana merupakan hasil penilaian pasien dari pelayanan yang mereka dapatkan dengan pelayanan yang diharapkan. Kepuasan merupakan respon baik dari pasien yang mendapatkan pelayanan dari awal terdaftarnya pasien berobat hingga pasien meninggalkan Rumah Sakit tersebut. (Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, 2012: 170)

Sejak diberlakukannya aturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014, justru membuat pelayanan terkesan lambat. Hal ini terjadi karena pihak administrasi di rumah sakit tentunya harus menanyakan kepada penerima layanan terkait jalur pembayaran yang akan di gunakan oleh calon pasien. 
Kelas BPJS Kesehatan yang saat ini berlaku kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus total pada 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan berlaku 100% pada 2025. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) jaminan kesehatan nasional (JKN). Budi mengatakan, program BPJS Kesehatan idealnya tidak terbagi dalam kelas-kelas seperti sekarang. Sebab, kelas-kelas yang ada selama ini memberi peluang bagi orang kaya untuk memanfaatkan BPJS Kesehatan yang seharusnya untuk orang kurang mampu. (dikutip dari derik.com)
Pada umumnya Puskesmas memberikan pelayanan kepada pasien yang datang sesuai dengan berbagai keluhannya masing-masing, dan jika pembagian waktu pelayanan tidak diketahui maka akan menyebabkan waktu tunggu pelayanan yang lama. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pasien, dan itu berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sementara itu kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan dengan menambah petugas tidak tetap (PTT), yaitu di bagian pendaftaran dan dokter dengan keahlian tambahan. (Antara Porwani, 2019: 2)
Kepuasan pasien sangat penting bagi pemasaran jasa pada umumnya dan dianggap sebagai faktor penentu yang sangat berguna untuk meningkatkan jumlah pengguna jasa berulang, sehingga bila tingkat kepuasan pasien dapat diukur dengan baik, berarti petugas pelayanan pendaftaran dapat memberikan gambaran yang baik pula tentang proses pelayanan yang diberikan kepada pasien. 
Dilihat dari Pelayanan di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa kendala pelayanan yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Kendala yang dihadapi pada bagian pendaftaran yaitu kurangnya tenaga administrasi sehingga disaat pasien ramai berkunjung petugas memerlukan waktu yang lama untuk memberikan pelayanan kepada satu persatu pasien.
Permasalahan yang berkaitan dengan kepuasan pasien yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan adalah kualitas pelayanan dari segi sarana dan prasarana fisik, kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan, kecepatan dalam memberikan pelayanan, jaminan dan kepastian serta empati yang diberikan pada pasien sehingga menciptakan kepuasan pasien. Namun, saat ini kontribusi tenaga kesehatan, khususnya yang menggunakan BPJS, bukan hanya memandang hasil akhir yang memberikan kesembuhan, melainkan mereka juga menilai hasil yang terlihat dan dirasakan selama proses penyembuhan. Dalam mengatasi masalah ini, penyedia layanan kesehatan tidak boleh bertindak sembarangan, tetapi harus mampu membangun kepercayaan, pelayanan dan komitmen yang baik untuk pengguna layanan kesehatan sehingga berdampak pada kepuasaan. 
Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien BPJS di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon”. 
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Kepuasan Pasien BPJS belum optimal diduga karena Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
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Berdasarkan Uraian latar belakang dan masalah utama penelitian ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana Kepuasan Pasien BPJS Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ?
3. Seberapa Besar Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien BPJS Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ?
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Berdasarkan Rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk Mengetahui Kepuasan Pasien BPJS Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. 
3. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien BPJS Di Puskesmas Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
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Pada saat melakukan sebuah penelitian suatu masalah, maka diharapkan ada hasil dan kegunaan yang dapat dicapai yaitu sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoretis
a) Untuk mengembangkan ilmu/teori Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien BPJS.
b) Untuk memperkaya literature dalam bidang Administrasi Publik khususnya dalam bidang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien BPJS. 
2. Kegunaan Praktis 
a) Bagi Puskesmas dan BPJS Kesehatan di Puskesmas Waruroyom sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
b) Bagi masyarakat/pasien untuk memberikan suatu informasi mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien BPJS.
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